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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

ACUAN LABEL GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Angka Kecukupan Gizi telah ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013

tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi

Bangsa Indonesia;

b. bahwa dalam Informasi Nilai Gizi pada label pangan

olahan harus dicantumkan persentase dari Angka

Kecukupan Gizi yang dihitung menggunakan Acuan

Label Gizi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Acuan Label Gizi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 323);

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 11);
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8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.00.06.51.04.0475 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09605

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 808);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang

Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

18);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang

Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013

tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi

Bangsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1438);

12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN TENTANG ACUAN LABEL GIZI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil

proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau

tanpa bahan tambahan.

2. Acuan Label Gizi, yang selanjutnya disingkat ALG, adalah

acuan untuk pencantuman keterangan tentang

kandungan gizi pada label produk pangan.

3. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa

Indonesia, yang selanjutnya disingkat AKG, adalah suatu

kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang

menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh,

aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang

optimal.

4. Zat Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam

pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak,

vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang:

a. memberikan energi;

b. diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan

dan/ atau pemeliharaan kesehatan; atau

c. bila kekurangan atau kelebihan dapat menyebabkan

perubahan karakteristik biokimia dan fisiologis

tubuh.

5. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan,

menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan

perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang

berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat,

produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu

lainnya.

6. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,

atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau

merupakan bagian kemasan pangan.
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7. Informasi Nilai Gizi, yang selanjutnya disingkat ING,

adalah daftar kandungan zat gizi pangan pada label

pangan sesuai dengan format yang dibakukan.

8. Bayi adalah seseorang yang berusia kurang dari 12 (dua

belas) bulan.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a. persyaratan ALG; dan

b. penggunaan ALG.

BAB III

PERSYARATAN ALG

Pasal 3

Pangan Olahan yang mencantumkan ING harus memenuhi

ketentuan ALG.

Pasal 4

(1) ALG dihitung berdasarkan rata-rata kecukupan energi

bagi penduduk Indonesia sebesar 2150 kilokalori per

orang per hari.

(2) Kandungan Zat Gizi dalam Pangan Olahan tidak boleh

lebih dari seratus persen ALG per hari, kecuali

ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) ALG Pangan Olahan tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.
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